
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR , TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa sehubungan dengan telah diundangkanya Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Kerja
Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati
Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2O08 tentang Penjabaran
T\rgas Pokok dan Fungsi Irrspektorat Kabupaten Barito
Selatan perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi
Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata
kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Fupati
Barito Selatan tentang Penjabaran T\rgas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820 l;
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2AO3
Nomor 47, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahara€Ln Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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5. Undang-Undang Nomor s2 Tahun 2ao4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor t2s. Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44sr), sebagaimana tEtatr
beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ked,ua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao9 Nomor s9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia aa3g;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun lgg4 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3SaT);
Peraturan Pemerintah Nomor 1o0 Tahun 2ooo tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia 4018) sebagaimana terah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tenting
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daram
Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2AOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a74\;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I2T, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSga);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Barito SelatanTahun 2OOB Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2073 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja
perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



15. Peraturan Menteri Dalam
tentang Petunjuk Teknis
Daerah;

Negeri Nomor ST Tahun 2OOT
Penataan Organisasi perangkat

16. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 6+ Tahun 2oo1
tentang Petunjuk Teknis penataan organisasi dan Tata

- Kerja Inspektorat provinsi dan KabupaterrlKot";
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/z2olM.pAN/ T /2oog tentang Jabatan

F\rngsional Auditor dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 15 Tahun 2oog tentang Jabatin Fungsi6nal

Pengawas Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah
dan Angka kreditnya;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan produk hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor Z2 l;'

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito selatan ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Baritt Selatan2' Pemerintahan Daerah adalah peyelenggara urusa.n pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakidn Ra1ryat Dalrah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
da-larn system dan prinsip Negaia Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun lg4\.
Pemerintan na93! adalah Kepala Daerah dalam ha1 ini tsupati Barito
selatan dan wakil Bupati Barito seratan beserta perangkat Daerah.
Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Satuan Keq'a Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, sekretariat Dewan perwakilan Rakyat baerah, Dinas Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.
Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern pemerintah
Kabupaten Barito selatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat p.*6irr*an dari
Sekretaris Kabupaten Barito Selatan.
Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Barito selatan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriks aan/audit
keuangan

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:a. Inspektur.
b. Sekretariat membawahkan:

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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C.

d.

(]J SuO Bagian Administrasi dan Umum;
(2). Sub Bagian perencanaan; dan
(3). Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan;

Inspektur Pembantu terdiri dari:
(1).Inspektur Pembantu Wilayah I.
(2). Inspektur pembantu Wilayah II.
(3). Inspektur pembantu Wilayah III.
(4). Inspektur pembantu Wilayah IV.
Kelompok Jabatan Fungsional.

PENJABARAN r"J#J5KoK DAN F.umesr

,*s*'?lFiffff;1lts"rorr
Pasal 3

Inspektur Kabupaten mempunyai 
-tugas 

p<lkok membantu Kepala Daerahdalam hal ini Bupati dan 
-wakil 

Buiati ileiakut<", p.rrg.*u."", terhadappelaksanaan urusan pemerintahan ai daerah Kabupaten Barito selatan,Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa danpelaksanaan urusan pemerintahan Desa,

Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, InspekturKabupaten Barito Selatan menyelJnggarakan fungsi :

a' Pen5rusunan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berraku ;b' Perumusan kebijakan dan -fasilitas" pengawasan pemerintahan,
Pembangunan, pembinaan Masyarakat.c. Pembinaan, pengawasan, Monitoring dan Evaluasi penyerenggaraanPemerintahan;

d' Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Kabupaten Barito Selatan;

e. Pelaksanaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan atas
^ qenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemerintahan Desa;f' Pelaksanaan leviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasiakuntabilitas kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BaritoSelatan;
g. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengqiian dan penilaian tugaspengawasan;
h.
i.

j

Penyelenggaraan kegiatan kesekreta riatan;
Pelaksanaan pembinaan, terhadap_ tenaga struktural dan fungsional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Barito3elatan; dan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;

"B?f#ri'f,x1Pasal 5
(1) sekretariat melaksanakan tugas pokok penyiapan bahan koordinasipengawasan, pelayanan administratif dan fungsilnal kepada unsur dilingkungan inspektorat, pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan,pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat, pengelolaanadministrasi keuangan, kiarsipan, kehumasan, keprotokolan,perlengkapan, rumah tangga, organiiasi dan tatalaksana, analisis jabatan

dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar danketentuan yang berlaku guna menunjan-g pelakslnaan t g""lrr"pektorat.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan
dan bertanggungj awab kepada Sekretaris.

pada ayat (1),

(1), dipimpin oleh seorang
tugasnya berada di bawah

a' Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan progr€rm
kerja pengawasan;

b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil
pengarmrasan aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Barito
Selatan.

c' Pengkoordinasian penyiapan perumusan pen5rusunan rencana strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerj a Inspektorat.

d. Pen5rusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
e' Pen5rusunan, penginventarisasian dan pegoordinasian data dalam

rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
f. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.
terhadap

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, pelayanan surat men5rurat,
kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan kearsipan cian
perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, rumah tangga,
sarana dan prasarana di lingkungan Inspektorat.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris, yang dalam rnelaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungj awab kepada Inspektur Kabupaten.

Pasal 6

(1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :

Paragraf 1

Sub Perencanaan

Pasal 7

(1) sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
penJrusunan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan berdasar
ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas Inspektorat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
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C.

d.

a. Pengkoordinasian penyiapan rencanafprogram kerja pengawasan dan
fasilitasi;

b. Penyiapan penJrusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Inspektorat.
Pen5rusunan anggaran Inspektorat
Penyiapan pelaksanaan pen5rusunan dokumen pelaporan dan Statistik
Inspektorat termasuk di dalarnnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIp), Laporan Keterangan pertanggungjawaban
(LKPi), Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LppD) dan
laporan lainnya pada Inspektorat.
Penyiapan Peraturan perundang=undangan
Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawas€Ln
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

e.

f.
ob.

(1)

(2t

(1)

Paragraf 2
Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan

Pasal 8

sub Bagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok penyiapan
bahan pen)rusunan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan
penyimpanan hasil laporan pengawasan aparat pengawasan fungsional
dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta rnenJrusun
laporan kegiatan pengawasan.

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sub Bagian Evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan.

b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan
c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
d. Penyusunan statistik hasitr pengaurasan
e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan

Paragraf 3
Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 9

sub Bagian Administrasi dan umum mempunyai tugas pokok menyiapkan
pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan,
keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi, tatalaksana,
analisis jabatan dan pengelolaan keuangan berdasar standar dan
ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perLlmus€Ln kebijakan teknis pelayanan administrasi,
kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga,
organisasi dan tatalaksana, anaJisis jabatan dan keuangan.

b. Pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.

(2)



(1)

t2)

c. Pengelolaan pelayanan kearsipan, kehumasan dan, keprotokoran
d' Pengelolaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga,
e' pelaksallaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
f. Pengelolan Urusan Keuangan
g. Pelaksanaan tugas tain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 10

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan
wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Pasal 1 1

Inspektur pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan danpengawasan pada instansi /satuan kerja di ringkungan pemerintah
Daerah, baik Kabupaten, Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
Pembagian wilayah kerja sebagaimana ayat {1) ditetapkan oleh Inspekturmelalui surat keputusan dengan mempertimbangkan efektivitas
penyelenggaraan pengawasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(2)

(1) Kelompok Jabatan Fungsional
tenaga fungsional pengawas
Daerah

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang
masing sesuai dengan ketentuan peraturan
berlaku.

Pasal 12
terdiri dari tenaga fungsional Auditor dan

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di

ayat (1) mempunyai tugas
tenaga fungsional masing-
perundang-undangan yang

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
berdasar hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
KBTEIITUAIII LAIN. LAIN

Pasal 13

(1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu ditetapkan dalam jabatan fungsional umum.



i2) Numenklatur dan Jumlah Jabatan Fungsional Umum sebagaimana ayat {1)
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analsis beban kerja.

(3) Penetapan Numenklatur Jabatan Fungsional Umum ditetapkan dengan
Keputuan Bupati Barito Selatan Berdasarkan usulan dari Inspektur.

(4) Uraian tugas jabatan fungsional umum pada Inspektorat ditetapkan
dengan Keputusan inspektur.

BAB VI
I<BTENTUAN PEIIIUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 41 Tahun 2O08 tentang Penjabaran Tlrgas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Buntok
1 . F'e7-"*,,ii 2014

I
TAN,

YUSRAN
di

. rr*brnp,rj- 2At4

RiS DAERAH
BARITO SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Diundangkan
Pada tanggal

Buntok.

Ditetapkan di
P-q-da.*anggal

ffi
M
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